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PUTUSAN

Nomor 1154/Pdt.G/2017/PA.MKd.

z L\ »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
putusan atas perkara Cerai Gugat antara :
SITI FATIMAH binti MUHYITO, lahir tanggal 10 Juli 1985, agama Islam,
pekerjaan TKW, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di
Dusun Pabean, RT.39, RW.15, Desa Kajoran, Kecamatan Kajoran,
Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 14
Juli 2017 memberi kuasa kepada TITIK ARIYANI, S.H. Advokat
pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum TITIK ARIYANI, S.H &
REKAN berkantor di JI. Gereja 239, RT.12, RW.08, Perum Griyo
Rejo Indah, Desa Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten
Magelang; Selanjutnya disebut PENGGUGAT;
LAWAN
SUTANDI bin TUGIMIN, lahir tanggal 19 Agustus 1981, agama Islam,
pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTA, Semula bertempat
tinggal di Dusun Pabean, RT.39, RW.15, Desa Kajoran, Kecamatan
Kajoran, Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui
alamatnya secara pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia,

selanjutnya disebut TERGUGAT;
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Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat berdasar gugatan secara tertulis tertanggal 4
Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid,
dengan Nomor 1154/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 4 Juli 2017
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2006 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan
Meliau Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat Nomor : 61 / I8 / Il /
2006 tertanggal , 20 Maret 2006;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji Taklik
Talak yang sebagaimana tersebut dalam tulisan Kutipan Akte Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah kontrakan di Meliau Kabupaten Sanggau Kalimantan
Barat,selama dua (2) bulan selanjutnya menetap di rumah orang tua
Penggugat di Desa Kajoran, Kecamatan Kajoran,Kabupaten Magelang,
dan sejak bulan Januari 2011 pisah rumah tinggal pisah ranjang
sampai sekarang ;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba’dadhuhul) sudah

dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama ;
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1. FALDI RAKA PRATAMA umur 10 tahun ikut Penggugat ;

2. RISKA MAULANA RASYA umur 8 tahun ikut Penggugat .

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada

awalnya hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 5

tahun,pada bulan Agustus tahun 2010 rumah tangga mulai goyah

sering terjadi percekcokan dan perselisihan disebabkan karena:

1. Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tanpa tujuan yang pesti
sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi,

2. Tergugat mempunyai Perempuan lain yang bernama ANA RIYANTI
warga suku Dayak Kalimantan .

6. Bahwa Puncak percekcokan dan perselisihan antara Penggugat

dengan Tergugat yaitu pada bulan Januari tahun 2011, disebabkan

hanya karena Tergugat membawa pulang perempuan lain yang

bernama ANA RIYANTI dalam keadaan hamil , sehingga sejak itu

Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak di ketahui tempat tinggalnya di

seluruh wilayah negara RI maupun di Luar Negri;

7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 sampai sekarang sudah 6

tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal dan pisah

ranjang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Desa Kajoran,

Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang ,sedang Tergugat pergi dan

tidak diketahui tempat tinggalnya;

8. Bahwa selama 6 tahun 6 bulan Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah wajib lahir maupun batin serta sudah tidak memperdulikan,dan

sudah tidak pernah berkomunikasi dengan kepada Penggugat;
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9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang,dan tidak
memberi kabar keberadaanya . dan selama Tergugat pergi Penggugat
sudah berusaha mencari Tergugat dialamat rumah orang tuanya
Terguga di Gunung Kidul ,akan tetapi tidak bertemu,
10. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan
kepada Penggugat maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan
gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid;
11.Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah melanggar Sighat Ta’lik
sebagaimana bunyi Kutipan Akte Nikah ;
12. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28 / UADA-AG/ X/ 2002
tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai hukum
tetap kepada Tergugat maupun Penggugat serta kepada Kantor Urusan
Agama, di tempat Penggugat dan Tegugat menikah untuk dicatat dalam
Regester yang tersedia ;
13.Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Mungkid Cq Majlis Hakim pemeriksa perkara ini,
berkenan menerima, memeriksa dan mengadili ,selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
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2. Menetapkan jatuh Talak Khul'i dari Tergugat (SUTANDI bin

TUGIMIN ) kepada Penggugat ( SITI FATIMAH binti MUHYITO)
.dengan lwad ( pangganti) uang sebesar Rp 10000 (Sepuluh ribu
Rupih)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat penggugat dan Tergugat
menikah untuk dicatat dalam Regester yang tersedia.
4, Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang
berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang
lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi
dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal tanggal tanggal 11 Juli
2017 dan tanggal 11 Agustus 2017,

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara
langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat
gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah

termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Sah Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Desa Kajoran,
Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Nomor 474.2/640/V11/2017.
Tanggal 3 Juli 2017. ( bukti P.1);

2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang
dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Magelang Nomor
3308125007840001. tanggal 01-09-2012. (bukti P.2);

3. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat Nomor : 61/18/111/2006.
Tanggal 26 Maret 2006; (bukti P.3);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga
menghadirkan saksi-saksi yaitu :
1. SUPARJO bin GITO SUKASMO, Umur 42 tahun, agama Islam,
pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Pabean, RT.39, RW.15, Desa
Kajoran, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah kakek Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

Maret 2006;
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Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama
terakhir di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang

sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa sejak Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

sekarang ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya;

Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak
pernah datang kerumah Penggugat dan Penggugat juga tidak
pernah mendapat kiriman uang atau barang dari Tergugat;
2. SLAMET ISMONO bin BUDIHARJO, Umur 42 tahun, agama
Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pabean, RT.39,
RW.15, Desa Kajoran, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
Maret 2006, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua)

orang anak;
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Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama
terakhir di rumah Penggugat namun sejak Januari 2011 Tergugat

telah pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa sejak Tergugat pergi yang sekarang sudah 6 (enam) tahun

lamanya , saksi tidak pernah melihat Tergugat datang lagi ke rumah

Penggugat dan saksi juga tidak pernah mengetahui Tergugat kirim

sesuatu sebagai nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi itu, Penggugat menyatakan
cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup
dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada
pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis
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Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap
hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini
adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut
syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut
perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di
Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.2)
oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini
adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi sah Kutipan Akta
Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau,
Kalimantan Barat Nomor : 61/18/11l/2006. Tanggal 26 Maret 2006.
merupakan bukti  autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat
dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan

pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus
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dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis
berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh
orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan
melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat minta diceraikan
dari Tergugat pada intinya sebagaimana pada posita 4 sampai 6 gugatan
Penggugat yaitu sejak Januari 2011 Penggugat dan Tergugat telah
berpisah, dan selama kurun waktu tersebut Tergugat sebagai suami tidak
pernah datang ke rumah Penggugat dan tidak pernah mengirim sesuatu
sebagai nafkah dan Tergugat juga telah membiarkan dan tidak
memperdulikan Penggugat dan dalam petitium primairnya Penggugat minta
dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, alasan mana
menurut pendapat majelis telah sesuai dengan alasan perceraian
sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu
Tergugat melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan

tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :
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e Adanya perjanjian sighat Taklik talak yang diucapkan oleh suami

setelah akad nikah dilangsungkan;

e Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan

sebagaimana dirumuskan dalam sighat taklik talak tersebut;

e |steri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;

e Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan

Agama setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;

e |steri membayar uang sebagai ‘iwadl ( pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan
bukti P.3 serta keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan dalam
persidangan serta bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang

pernikahannya dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah pada KUA Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau,

Kalimantan Barat;

e Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat

taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan

Akta Nikah;

e Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah

bercerai;

* Bahwa sejak Januari 2011 sampai sekarang antara Penggugat dan

Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat sebagai suami tidak pernah

datang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim sesuatu

sebagai nafkah, Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat
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dipakai sebagai pengganti nafkah dan Tergugat telah membiarkan dan

tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan
tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil
telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan
keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan
keterangannya disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara
materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan
adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh
dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain
saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 — 172 HIR, sehingga oleh
karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut
dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan
Penggugat dinyatakan telah terbukti dengan keterangan 2 (dua) orang
saksi yaitu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1) yaitu
Terghgat telah pergi meninggalkan Penggugat, sighat taklik talak angka (2)
yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta
sighat taklik talak angka (4) yaitu Tergugat telah membiarkan atau tidak
memperdulikan Penggugat sejak bulan Januari 2011 sampai perkara ini
diajukan bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis
berpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atas

tindakan Tergugat terhadap dirinya;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar ‘iwadl (pengganti)
berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan
ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menteri Agama RI
Nomor 411 tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa
Tergugat telah melanggar sighat taklik talak tersebut dan Penggugat tidak
rela serta Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk
melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk
hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis
berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal
39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo
pasal 1 huruf (e) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh
karena itu syarat ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah
terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan figih sebagaimana dalam kitab

Asy-Syargowi ‘alat Tahrir yang berbunyi :

Lalll uioifos Mot B>g>gs g99 afteas WM slc oo
Artinya @ dan barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu
sifat’/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat’/keadaan tersebut

sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah salah satu bentuk
perjanjian antara orang Islam yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum
Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an Surat Al-Isra’ ayat
34 :

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Viuwo S 2gall 0 | 2g2llils9sls

Artinya : “ Dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti dimintai
pertanggung jawabannya ” ;

Dan dalam salah satu Hadits Rasulullah S.A.W. disebutkan :

oelog i e O goliuall

Artinya : “Orang-orang Islam terikat pada perjanjian yang dibuatnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelanggaran atas janji harus
dipertanggungjawabkan dan dalam kasus ini, Tergugat harus dijatuhkan
talaknya satu atas Penggugat sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang
diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat terjadinya akad nikah
antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap
Penggugat dengan ‘iwald sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat
dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka diperintahkan
kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah pada KUA dimana

perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan serta

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk
dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara
ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar’i
yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (SUTANDI bin  TUGIMIN)
terhadap Penggugat (SITI FATIMAH binti MUHYITO) dengan iwadl
uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan dengan
tanggal 24 Shofar 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan
Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid
dengan susunan H.Masrukhin, SH. M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis,
Dra. Hj. Emmafatri, S.H.,M.H. dan Nur Hamid, S.Ag., M.H. masing-
masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh para hakim Anggota serta Umi Khoiriyah, S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Ketua Majelis
H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota
Dra. Hj.EMMAFATRI, S.H.,M.H. NUR HAMID, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:
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P
- 1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Biaya APP Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp.300.000,00
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00

5. Biaya Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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